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PERDEBATAN NASIONALIS SEKULER DAN NASIONALIS (RELIGIUS) ISLAM 
DALAM WACANA PANCASILA

ALASAN PERDEBATAN NASIONAL

Alasan Kultural

Bangsa Indonesia terdiri atas berbagai suku, bangsa dengan adat istiadat, tradisi dan bahasa yang berlainan. Disamping itu, berbagai bentuk keyakinan baik yang tumbuh dari adat istiadat maupun dari agama dan pemikiran-pemikiran modern muncul, berkembang dan diyakini oleh masing-masing pengembannya.

Hal inilah yang kemudian menyebabkan beragamnya bentuk keyakinan yang ada di Indonesia. Dan pada akhirnya dalam keadaan-keadaan tertentu dapat muncul gesekan dan perdebatan (war of thinking) dalam interaksi diantara sesama anggota masyarakat.

Muaranya, adalah adat istiadat mana, atau agama mana, atau pemikiran mana yang muncul sebagai suatu faktor yang dominan dalam masyarakat Indonesia. Merekalah yang akan muncul dalam wacana yang lebih luas dan akan memberikan pengaruh yang besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Maka dapat dikatakan, suku Jawa, agama Islam dan pemikiran nasionalisme merupakan kultur yang dominan yang berkembang dan mempengaruhi kehidupan bangsa Indonesia.

Alasan Politis-Ideologis

Kemunculan organisasi-organisasi politik modern pada awal abad ke-20, memberikan pengaruh yang besar terhadap perjuangan untuk meraih kemerdekaan Indonesia. Keberadaan organisasi-organisasi tersebut tidak lepas dari latar berlakang pendiriannya. Ada yang berbasiskan kesukuan, keagamaan dan nasionalisme. Namun yang dominan setidaknya ada dua yakni yang berdasarkan Islam dan nasionalis.

Kalangan nasionalis berpandangan bahwa perjuangan untuk kemerdekaan dimulai dengan berdirinya Boedi Oetomo tanggal 20 Mei 1908, yang dianggap sebagai organisasi pertama diantara bangsa Indonesia yang disusun dengan bentuk modern dan yang besar artinya

Dari akar inilah muncul gerakan-gerakan nasionalis sekural lainnya seperti Partai Nasional Indonesia (PNI) 4 Juli 1927, Partai Indonesia (Partindo) April 1931, Pendidikan Nasional Indonesia (PNI-baru) Desember 1933, Partai Indonesia Raya (Parindra) 26 Desember 1935, Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo) 24 MEi 1937

Gerakan-gerakan ini lahir sebagai reaksi terhadap kolonialisme dan mencita-citakan Indonesia Merdeka berdasarkan kebangsaan. Itulah yang menjadi tujuan dan titik berat pergerakan-pergerakan ini. 

Pada tahun-tahun kehadirannya yang pertama, Boedi Oetomo tidak mengarakhan perhatiannya pada seluruh Indonesia, melainkan semata-mata merupakan suatu himpunan untuk seluruh Jawa. Pandangan dan perhatiannya secara sosio kultural hanya menarik penduduk Jawa Tengah, itu pun terbatas pada orang-orang terpelajar dan ningrat.

Sementara kelompok nasionalis Islami banyak yang berpendapat bahwa berdirinya Sarekat Islam (Sarekat Dagang Islam) pada tanggal 16 Oktober 1905 sebagai titik tolak pergerakan nasional. 

Sarekat Islam sejak berdirinya diarahkan kepada rakyat jelata dengan ruang lingkup Indonesia. Namanya diubah menjadi Partai Sarekat Islam (PSI) pada tahun 1923,kemudian menjadi Partai Syarekat Islam Hindia Timur (PSIHT) pada tahun 1927 dan akhirnya menjadi Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) pada tahun 1930. 

Pada tahun 1932 Persatuan Muslimin Indonesia (Permi) didirikan di Sumatera dan pada tahun 1938 Partai Islam Indonesia (PII) didirikan juga di Jawa. Partai-partai ini semuanya berdasarkan Islam.

BENTUK-BENTUK PERDEBATAN NASIONAL

Perdebatan Filosofis

Nasionalisme adalah satu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara (dalam bahasa Inggris "nation") dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia.

Para nasionalis menganggap negara adalah berdasarkan beberapa "kebenaran politik" (political legitimacy). Bersumber dari teori romantisme yaitu "identitas budaya", debat liberalisme yang menganggap kebenaran politik adalah bersumber dari kehendak rakyat, atau gabungan kedua teori itu.

Sebaliknya Islam menentang nasionalisme, tribalisme (perbedaan kaum), rasisme, atau sembarang bentuk diskriminasi manusia yang tidak berdasarkan kepada kepercayaan seseorang itu. Islam menggalakkan keharmonisan masyarakat Islam atau ummat. Penduduk Islam di seluruh dunia tidak pandang bangsa, warna dan keturunan sholat di kiblat yang sama, berpuasa pada bulan Ramadhan yang sama serta menunaikan haji di Ka'bah yang sama. Malah sewaktu menunaikan haji atau umrah, semua orang wajib memakai kain ihram putih yang sama. Perkataan ummat selalu disalahterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sebagai negara (nation) (berlainan dengan gerakan "Nation of Islam" dan ini bertentangan dengan ajaran Islam dan ditolak oleh kebanyakan orang Islam, seperti hadits Rasulullah SAW dari Abu Dawud: Tidak termasuk golongan kami orang-orang yang menyerukan ‘ashobiyyah (fanatisme golongan), berperang karena ‘ashobiyyah, dan yang mati membela ‘ashobiyyah. 

Islam tidak memisahkan urusan-urusan kerohanian dan keduniawian manusia, tetapi meliputi ajaran-ajaran tentang aktivitas, baik keduniaan maupun keagamaan. Hukum Islam, syariat, mengatur kedua segi kehidupan manusia itu, baik hubungan manusia dengan Tuhannya maupun hubungan manusia dengan sesamanya.

Namun, banyak kaum muslimin yang memperjuangkan nasionalisme dengan bersandarkan pada kalimat: Cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Padahal kalimat yang diklaim sebagai hadits tersebut telah banyak membawa perpecahan di kalangan kaum muslimin.

Di Indonesia, Islam merupakan tenaga pembangkit dan pengembang nasionalisme di Indonesia. Karena lingkungan alamnya, penduduk Indonesia terbagi atas pelbagai kelompok etnik, dengan sejarah, bahasa, tradisi dan struktur sosialnya masing-masing. Itulah sebabnya, maka perwujudan pertama nasionalisme yang timbul di negeri berwatak etnik / kesukuan. Islamlah terutama yang menciptakan pada diri mereka kesadaran berkelompok yang satu. Islamlah titik pertemuan identitas mereka. Melalui Islamlah kelompok kesukuan yang berbeda-beda itu disatukan dalam satu masyarakat yang luas dan menyeluruh. Islam mampu mendobrak kekuatan nasionalisme lokal itu.

Perdebatan Dasar Negara

Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai (Badan Penyeledik Usaha Persiapan Kemerdekaan) Indonesia dibentuk pada tanggal 29 April 1945 beranggotakan 62 orang dengan ketua Dr Radjiman Wedyodiningrat dan wakil ketua RP Soeroso dilantik pada tanggal 28 Mei 1945 bersidang di Gedung Pejambon Jakarta melakukan dua kali sidang, yang pertama dari tanggal 29 Mei – 1 Juni 1945 dan kedua dari tanggal 10-16 Juli 1945.

Dari berbagai usulan tentang dasar negara yang muncul kalangan nasionalis merumuskan tiga asas yang penting bagi pendirian negara:

	
	M Yamin
	Soepomo
	Soekarno

	nasionalisme
	Peri Kebangsaan
	Persatuan
	Nasionalisme / Kebangsaan Indonesia

	demokrasi
	Peri Kerakyatan
	Musyawarah
	Mufakat / Demokrasi

	sosialisme
	Peri Kemanusiaan, Kesejahteraan Rakyat
	Keadilan Rakyat
	Internasionalisme / Peri Kemanusiaan, Kesejahteraan Sosial


Kalangan Islam menawarkan asas Ketuhanan (Islam) sebagai Dasar Negara.

Dari anggota-anggota yang ada, sekitar 45 suara memilih dasar kebangsaan sebagai dasar negara, sedangkan sekitar 15 suara memilih Islam sebagai dasar negara.

Setelah melalui perdebatan yang panjang, dan tidak membuahkan hasil yang disepakati bersama, maka 38 anggota BPUPKI melanjutkan pertemuan dan menunjuk panitia kecil berjumlah 9 orang, yaitu:

	1
	Soekarno
	Islam - Nasionalis Sekuler

	2
	M Hatta
	Islam - Nasionalis Sekuler

	3
	AA Maramis
	Kristen Protestan - Nasionalis Sekuler

	4
	Abikoesno Tjokrosoejoso
	Islam – Nasionalis Islam

	5
	Abdul Kahar Muzakkir
	Islam – Nasionalis Islam

	6
	Agus Salim
	Islam – Nasionalis Islam

	7
	Achmad Soebarjo
	Islam - Nasionalis Sekuler

	8
	Abdul Wachid Hasjim
	Islam – Nasionalis Islam

	9
	M Yamin
	Islam - Nasionalis Sekuler


Tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 berhasil merumuskan kesepakatan mengenai dasar negara yang diberi nama Piagam Jakarta (the Jakarta Charter) yang berisi rancangan Mukadimah (pembukaan Undang-Undang Dasar) yang didalamnya memuat dasar negara yang berisi:

1. Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya 

2. Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab 

3. Persatuan Indonesia 

4. Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan / Perwakilan 

5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia 

Hasil ini kemudian disampaikan dalam sidang BPUPKI tanggal 10 Juli 1945 oleh Soekarno setelah melalui perdebatan maka hasil tersebut kemudian diterima dengan bulat pada tanggal 14 Juli 1945.

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 dengan ketua Soekarno dan Wakil Ketua M Hatta. PPKI beranggotakan 21 orang dan ditambah 6 orang atas saran Soekarno. Pada sidang tanggal 18 Agustus 1945, M Hatta menyampaikan usulan perubahan terhadap rancangan Pembukaan:

1. kata “Mukaddimah” diganti dengan kata “Pembukaan”

2. dalam Preambul (Piagam Jakarta), anak kalimat: “Berdasarkan kepada ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” diubah menjadi “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” 

alasannya adalah bahwa kalangan Katolik dan Protestan via opsir Kaigun Jepang, keberatan dengan anak kalimat tersebut yangmemandang sebagai diskriminasi terhadap mereka, golongan minoritas. Maka bila tidak diubah, kalangan Katolik dan Protestan lebih suka berada di luar Republik.

Dengan alasan bahwa UUD yang dibuat ini UUD sementara, UUD kilat, revolutiegroundwet, maka PPKI menerima usulan perubahan ini. 

Perdebatan mengenai Dasar Negara kembali muncul pada sidang-sidang Konstituante, suatu badan yang dibentuk melalui Pemilu 1955 yang bertugas membuat UUD.

Pada masa Orde Baru, perdebatan mengenai dasar negara muncul ketika Pemerintah menetapkan Pancasila sebagai asas tunggal dalam kehidupan perpolitikan dan keorganisasian. Setiap partai politik dan organisasi kemasyarakatan wajib menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam anggaran dasarnya. Hal ini menjadi polemik karena beberapa alasan:

1. beragamnya alasan pendirian partai politik dan organisasi kemasyarakatan

2. keberadaan partai politik dan organisasi kemasyarakatan yang muncul sebelum berdirinya republik Indonesia dengan dasar Pancasila

Perdebatan Bentuk Negara

Perdebatan mengenai bentuk negara juga muncul pada sidang BPUPKI

Ada yang menginginkan negara berbentuk kerajaan ada pula yang menginginkan berbentuk republik

Perdebatan Sistem Pemerintahan

Kementrian Agama merupakan kementerian yang mendapatkan sorotan ketika negara ini baru berdiri

Perdebatan Konstitusi

Perdebatan Konstitusi merupakan kelanjutan dari perdebatan mengenai Dasar Negara. UUD yang dirumuskan merupakan perincian dari filosofi dasar yang tertuang dalam Pembukaan.

Perdebatan Undang-Undang

1. Undang-Undang Perkawinan

2. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional

3. Undang-Undang Anti Pornoaksi Pornografi

UPAYA REKONSILIASI

1. Rekonsiliasi Personal

2. Rekonsiliasi Politis

3. Rekonsiliasi Hukum

PENGARUH PERDEBATAN NASIONAL TERHADAP KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA

1. Stigmasi Apriori

2. Stigmasi Positif

KESIMPULAN
Jadi bipolaritas terbukti ada dalam pergerakan rakyat Indonesia sejak permulaan abad ke-20 ini, seperti;

	Model Pergerakan
	Nasionalis Sekuler
	Nasionalis Islam

	Pergerakan Awal
	Boedi Oetomo (1908)
	Sarekat Islam (1905)

	Pergerakan Pemuda
	Jong Java (1915)
	Jong Islamieten Bond (1925)

	Pergerakan Pendidikan
	Taman Siswa (1922)
	Muhammadiyah (1912), Nahdlatul Ulama (1926)

	Perkumpulan Pergerakan
	Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI, 1927), Gabungan Politik Indonesia (GAPI, 1939)
	Majlis al Islam A’la Indonesia (MIAI, 1937)

	Perkumpulan Pergerakan masa Jepang
	Djawa Hokokai (1944)
	Majlis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi, 1943) 

	Tokoh
	Soekarno
	Mohammad Natsir


� AK Pringgodigdo, Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia (Jakarta, Dian Rakyat,1967) hlm 1


� AK Pringgodigdo, Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia (Jakarta, Dian Rakyat,1967) hlm 55-62 dan 105-144


� Deliar Noer, The Modernist Muslim Movement in Indonesia 1900-1942


� Harun Nasution, The Islamic State in Indonesia; The Rise of the Ideology the Movement for its Creation and the Theory of the Masyumi
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